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ABSTRAK  

 

 

ANALISIS DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA 

KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILEGAL 

(Studi Perkara Nomor: 121/Pid.B/2011/PN.Mgl dan 237/Pid.B/2014/PN.Mgl) 

 

Oleh 

LISCA  JUITA 

 

 

Hakim sebagai penegak hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

kepemilikan senjata api secara ilegal secara ideal tidak membuat disparitas dengan 

memberikan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama. Hal ini dapat 

menimbulkan kesan negatif masyarakat terhadap penegakan hukum. Permasalahan 

penelitian ini adalah: (1) Mengapa terjadi disparitas terhadap kedua pelaku 

kepemilikan senjata api secara ilegal dalam Perkara Nomor: 121/Pid.B/2011/PN.Mgl 

dan 237/Pid.B/2014/ PN.Mgl.? (2) Apakah disparitas pidana terhadap kedua pelaku 

kepemilikan senjata api secara ilegal dalam Perkara Nomor: 121/Pid.B/2011/PN.Mgl 

dan 237/Pid.B/2014/ PN.Mgl. sesuai dengan rasa keadilan? 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Narasumber 

terdiri dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri Menggala, Hakim Pengadilan Negeri 

Menggala dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.  

Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, data dianalisis 

secara kualitatif untuk selanjutnya diperoleh simpulan sesuai dengan permasalahan 

yang diajukan. 

 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Alasan  terjadinya disparitas terhadap kedua pelaku 

kepemilikan senjata api secara ilegal adalah adanya perbedaan pertimbangan hakim 

terhadap kedua pelaku, yaitu dalam perkara nomor: 121/Pid.B/2011/PN.Mgl hakim 

tidak mempertimbangkan aspek tujuan pemidanaan terhadap terdakwa sehingga pidana 

yang dijatuhkan lebih bersifat pembalasan, yaitu penjara selama selama 4 tahun dan 3 

bulan penjara, sedangkan dalam perkara nomor: 237/Pid.B/2014/PN.Mgl, hakim 

mempertimbangkan tujuan pemidanaan terhadap terdakwa sehingga pidana yang 

dijatuhkan hanya 10 bulan penjara. (2) Disparitas pidana terhadap kedua pelaku 

kepemilikan senjata api secara ilegal dalam Perkara Nomor: 121/Pid.B/2011/PN.Mgl 

dan 237/Pid.B/2014/ PN.Mgl. belum sesuai dengan rasa keadilan, karena terdapat 

perbedaan pidana yang harus dijalani oleh kedua terdakwa yang melakukan tindak 

pidana yang sama yaitu sengaja tanpa hak memperoleh, menguasai dan mempunyai 

dalam miliknya senjata api. 

 

 

  
 



 

 

Lisca  Juita 
Saran penelitian: (1) Majelis hakim yang menangani tindak pidana diharapkan untuk 

mempertimbangkan rasa keadilan dalam menjatuhkan putusan, sebab tindak pidana 

berdampak pada kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku. (2) Terkait hakim 

adanya disparitas pidana hendaknya hal tersebut dihindari di masa yang akan datang 

karena berpotensi menjadi yurisprudensi di masa-masa yang akan datang. 

 

 

Kata Kunci: Disparitas Pidana, Kepemilikan Senjata Api, Ilegal 
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MOTTO 

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat 
kebajikan, 

memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan 
keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran 

kepadamu 
agar kamu dapat mengambil pelajaran.” 

 

 
(QS An-Nahl  : 90). 

 

 

“Tidak ada keberhasilan tanpa kesungguhan, dan tidak ada 
kesungguhan tanpa kesabaran.” 

 

(Lisca Juita, S.H.) 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

 

Manusia dituntut untuk dapat mengendalikan perilakunya sebagai konsekuensi 

hidup bermasyarakat, tanpa pengendalian dan kesadaran untuk membatasi 

perilaku yang berpotensi merugikan kepentingan orang lain dan kepentingan 

umum. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka peranan hukum menjadi 

sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik 

hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia 

dengan alam sekitar dan menusia dengan negara.1  

 

Kehidupan bermasyarakat tidak dapat terlepas dari berbagai hubungan timbal 

balik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainya 

yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalya segi agama, etika, sosial budaya, 

politik, dan termasuk pula segi hukum. Dalam hal ini Satjipto Rahardjo 

menyatakan bahwa eksistensi hukum dalam hal ini memiliki peranan yang sangat 

penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi 

parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga 

                                                 
1 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 2001. 

hlm. 14. 
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untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran selanjutnya, hukum 

semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.2 

 

Terjadinya tindak pidana merupakan hal yang meresahkan masyarakat, terlebih 

tindak kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan senjata api. Beredarnya 

senjata api di kalangan masyarakat sipil secara illegal akan menimbulkan 

pertanyaan sebagian masyarakat mengenai aturan kepemilikan senjata api bagi 

masyarakat pelaksanaannya selama ini.  

 

Menurut Instruksi Presiden Nomor 9  Tahun 1976 tentang Peningkatan 

Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api, pengertian senjata api adalah salah 

satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang 

pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar Angkatan 

Bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunannya diatur melalui 

ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9  Tahun 1976, yang menginstruksikan agar 

para Menteri/Pimpinan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu 

Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya. 

 

Upaya untuk melaksanakan hal tersebut Menteri Pertahanan dan Keamanan telah 

membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian 

senjata api dengan Surat Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan No. KEP-

27/XII/1977 tanggal 26 Desember 1977. Dalam keputusan tersebut Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai termasuk salah satu Instansi Pemerintah yang menurut 

ketentuan perundang-undangan diberi wewenang menjalankan tugas dibidang 

keamanan, ketentraman dan ketertiban. Warga sipil dapat memiliki senjata api 

                                                 
2 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat  

 Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11  
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kepemilikannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1948 

tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Undang-undang 

ini diberlakukan kembali pada bulan Februari 1999 tepatnya secara garis besar, di 

Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia No. Pol Nomor SKEP/82/II/2004 tanggal 16 

Februari 2004.  

 

Senjata api yang diperbolehkan dimiliki bagi kalangan sipil adalah senjata api 

non organik Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

berupa senjata genggam Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non 

standard TNI Kaliber 12 GA. Perizinan kepemilikan senjata api di Indonesia 

diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. Pol. 

82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan 

pengawasan dan pengendalian senajata api non organik. Di dalamnya ditentukan, 

pemohon harus mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke 

Mabes Polri. Aspek yang dicek pertama kali adalah syarat formal, antara lain 

kriteria calon yang boleh memiliki senjata api, yaitu pejabat pemerintah, minimal 

setingkat Kepala Dinas ditingkat pusat dan setingkat Bupati dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; Pejabat Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, minimal Perwira Menengah atau Perwira Pertama 

yang tugas operasional: pejabat bank/swasta, minimal Direktur Keuangan; 

Pengusaha/Pemilik Toko Mas; Satpam atau Polisi khusus yang terlatih.  

 

Pejabat pemerintah yang diberi izin untuk jenis senjata api antara lain Menteri, 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
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Indonesia, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Diretur Jenderal, Sekretaris 

Kabinet, Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah/Wilayah Provinsi, Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Walikota dan Bupati, Pejabat Tentara 

Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Purnawirawan, 

harus golongan Perwira Tinggi dan Pamen berpangkat paling rendah. Swasta 

yang boleh memiliki senjata api tajam adalah komisaris, presiden komisaris, 

komisaris, presiden direktur, direktur utama, direktur dan direktur keuangan. 

Golongan profesi, antara lain pengacara senior dengan skep menteri kehakiman/ 

pengadilan, dokter dengan skep Menteri Kesehatan atau Departemen Kesehatan.  

 

Untuk jenis senjata api karet, yang diberi izin adalah anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota/Kabupaten, Camat ditingkat Kota, Instalasi pemerintah 

paling rendah Golongan  III, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian 

Negara Republik Indonesia minimal berpangkat Ipda, pengacara dengan skep 

menteri kehakiman/pengadilan, dan dokter praktek dengan Skep Menteri 

Kesehatan. Kalangan swasta antara lain Presiden Komisaris, Komisaris, Dirut, 

Direktur Keuangan, Direktur Bank, Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan 

Komanditer/Comanditaire Venootschap (CV) Perusahan Dagang (PD), Pimpinan 

perusahaan/ organisasi, pedagang emas (pemilik) dan manajer dengan Surat Izin 

Usaha Perdagangan (SIUP) Tbk atau Akte Pendirian Perusahaan. 

 

Kepemilikan senjata api perorangan untuk olahraga menembak sasaran/target, 

menembak reaksi dan olahraga berburu harus mengikuti persyaratan yang telah 

ditentukan. Untuk menembak sasaran atau target (reaksi) tiap atlet 

penembak/yang diberikan izin senjata api dan amunisi wajib menjadi anggota 
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perbakin. Mereka harus sehat jasmani dan rohani, umur minimal 18 tahun 

(maksimal 65 tahun), punya kemampuan menguasai dan menggunakan senjata 

api. Dalam hal izin pembelian senjata api, juga harus mendapat rekomendasi 

Perbakin, surat keterangan catatan permohonan ke Kapolri Up. KabagIntelkam 

Polri dengan tembusan Kapolda setempat untuk mendapat rekomendasi. 

 

Penyalahgunaan senjata api merupakan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana 

diatur dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12  Tahun 1951 

tentang Ordonansi Peraturan Hukum Sementara Istimewa. Selain itu Kepala 

Kepolisian Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: 82/II/2004 

tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendaliaan Senjata Api 

Non Organik TNI/POLRI, menjelaskan bahwa apabila terjadi penyalahgunaan 

senjata api maka sistem peradilan terhadap oknum penyalahgunaan senjata api 

tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

 

Issu hukum yang melatarbelakangi penelitian ini adalah peredaran senjata api 

ilegal di masyarakat yang berpotensi digunakan untuk berbagai tindakan kriminal 

atau kejahatan. Oleh karenanya kepemilikan senjata api secara illegal oleh 

masyarakat merupakan perbuatan melanggar hukum dan bagi yang memilikinya 

dikenai sanksi. Beberapa dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini adalah 

Undang-Undang Darurat Nomor 12  Tahun 1951 dan Perpu Nomor 20  Tahun 

1960 dan Surat Keputusan Kepala Polri Nomor 82  Tahun 2004 tentang 

Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik. Hukuman 

terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat. Dalam Undang-
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Undang Darurat Nomor 12  Tahun 1951 disebutkan ancaman hukuman 

maksimalnya adalah  pidana mati, pidana seumur hidup dan 20 tahun penjara. 

 

Bahaya akan penggunaan senjata api ditangan masayarakat sipil sangatlah penting 

ditanggapi dengan serius karena senjata api hanya dapat dipengang oleh orang 

yang betul-betul telah teruji dengan baik antara lain dengan syarat: 

1. Syarat medis, yaitu calon pengguna harus sehat jasmani, tidak cacat fisik, 

penglihatan normal, dan syarat-syarat lain berdasarkan pemeriksaan dokter. 

2. Syarat psikologis,seperti tidak mudah gugup, panik, emosional, marah, tidak 

psikopat, dan syarat lain berdasarkan tes yang dilakukan tim psikologis Polri. 

3. Memiliki kecakapan menembak. Pemohon harus lulus tes menembak yang 

dilakukan Mabes Polri dan mendapat sertifikasi. 

4. Berusia 24-65 tahun, memiliki surat keterangan atau keputusan dari suatu 

instansi, dan berkelakukan baik.3 

 

 

Pemohon walaupun telah memiliki syarat dan lulus uji, harus meminta izin kepada 

Polri untuk menggunakan senjata api, namun mengingat banyaknya tindak 

kejahatan yang diakibatkan oleh penyalahgunaan senjata api, maka untuk saat 

sekarang ini pihak Polri telah memberikan pernyataan tak akan menghentikan 

pemberian izin kepemilikan dan penggunaan senjata kepada sipil. Akan tetapi izin 

tersebut hanya berupa perpanjangan dan tidak ada izin baru untuk sipil. Polisi 

mengeluarkan izin untuk tiga jenis senjata api bagi sipil, yaitu senjata api dengan 

peluru tajam, peluru karet, dan gas. Untuk peluru tajam, izin yang dikeluarkan 

untuk senjata api kaliber 31 dan 32. Senjata organik (untuk internal POLRI) 

adalah kaliber 38. Ancaman bagi pemilikan senjata api sangatlah berat yaitu 

hukuman mati dan hidup 20 tahun dipenjara paling ringan, oleh karena 

masyarakat harus mentaati peraturan perundangan yang berlaku sehingga tercipta 

rasa aman dan nyaman. 

                                                 
3 Hendardi, Aparat Kepolisian dan Penggunaan Senjata Api. Majelis Perhimpunan Bantuan 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI). Jakarta, 2006, hlm.12. 
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Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelengaraan kehidupan 

berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau 

warga negara, terjaminnya kepastian hukum, keamanan dan ketertiban dalam 

kehidupan masyarakat.  

 

Penegakan hukum terhadap tindak pidana merupakan upaya untuk menjamin 

kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum di era modernisasi dan 

globalisasi ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu 

menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang 

didasarkan nilai aktual di dalam masyarakat beradab.4  

 

Hakim sebagai penegak hukum seharusnya dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku kepemilikan senjata api illegal tidak membuat disparitas dengan 

memberikan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama. Hal ini dapat 

menimbulkan kesan negatif masyarakat terhadap penegakan hukum.  

 

Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 121/Pid.B/2011/PN.Mgl, menjatuhkan 

pidana terhadap Heri Wuryanto bin Misdi dengan pidana penjara selama 4 tahun 

dan 3 bulan penjara karena melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak 

memperoleh, menguasai dan mempunyai dalam miliknya senjata api. Sementara 

itu dalam perkara Nomor: 237/Pid.B/2014/PN.Mgl, pelaku tindak pidana 

kepemilikan senjata api secara ilegal dijatuhi pidana selama 10 bulan, karena 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang sama. 

 

                                                 
4 Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan 

Hukum dalam Batas-Batas Toleransi), Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, 

hlm.76. 
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Melihat kedua putusan hakim terhadap kepemilikan senjata api yang berbeda ini 

maka terdapat perbedaan yang mencolok, sehingga menimbulkan disparitas. 

Pengertian disparitas adalah penerapan pidana (disparity of sentencing) yang tidak 

sama (same offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat 

diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.5 

 

Oleh karena itu penulis akan melaksanakan penelitian dan menuangkannya ke 

dalam Skripsi yang berjudul: Analisis Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal (Studi Perkara Nomor: 

121/Pid.B/2011/PN.Mgl dan 237/Pid.B/2014/PN.Mgl) 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian  

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

a. Mengapa terjadi disparitas terhadap kedua pelaku kepemilikan senjata api 

secara ilegal dalam Perkara Nomor: 121/Pid.B/2011/PN.Mgl dan 

237/Pid.B/2014/PN.Mgl.? 

b. Apakah disparitas pidana terhadap kedua pelaku kepemilikan senjata api 

secara ilegal dalam Perkara Nomor: 121/Pid.B/2011/PN.Mgl dan 

237/Pid.B/2014/ PN.Mgl. sesuai dengan rasa keadilan? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana, dengan kajian 

mengenai disparitas pidana terhadap pelaku kepemilikan senjata api secara ilegal 

                                                 
5 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, 

Jakarta. 1993. hlm. 75 
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dalam Perkara Nomor: 121/Pid.B/2011/PN.Mgl dan 237/Pid.B/2014/PN.Mgl. 

Ruang lingkup lokasi penelitian adalah pada Pengadilan Negeri Menggala dan 

waktu penelitian dilaksanakan pada  Tahun 2017.  

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui alasan terjadinya disparitas terhadap kedua pelaku 

kepemilikan senjata api secara ilegal dalam Perkara Nomor: 

121/Pid.B/2011/PN.Mgl dan 237/Pid.B/2014/PN.Mgl. 

b. Untuk mengetahui disparitas pidana terhadap kedua pelaku kepemilikan 

senjata api secara ilegal dalam Perkara Nomor: 121/Pid.B/2011/PN.Mgl dan 

237/Pid.B/2014/ PN.Mgl. sesuai dengan rasa keadilan 

 

2. Kegunaan Penelitian  

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam 

pengembangan kajian hukum pidana, khususnya kajian dasar pertimbangan 

hakim dalam melakukan disparitas pidana terhadap pelaku kepemilikan 

senjata api secara ilegal.  

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum 

dalam proses dasar pertimbangan hakim dalam melakukan disparitas pidana 
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terhadap pelaku kepemilikan senjata api secara ilegal dalam Perkara Nomor: 

121/Pid.B/2011/PN.Mgl dan 237/Pid.B/2014/PN.Mgl. Hasil penelitian ini 

berguna bagi berbagai pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian 

mengenai penegakan hukum pidana pada masa mendatang. 

 

D. Kerangka Teori dan Konseptual 

 

 

1. Kerangka Teori 

 

Kerangka pemikiran merupakan adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka 

acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, 

khususnya penelitian hukum. Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka 

teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

a. Teori Pemidanaan 

 

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (sentencing) sebagai upaya yang sah 

yang dilandasi hukum untuk mengenakan penderitaan pada seseorang yang 

melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan 

pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri. 6 

 

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu: 

a) Teori Absolut atau pembalasan 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu 

pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar 

menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana 

untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua 

hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan 

kejahatan. Menurut teori absolut atau pembalasan ini pidana merupakan 

                                                 
6 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. 

1984. hlm.32. 
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tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi mutlak 

menjadi suatu keharusan karena hakekat dan pidana adalah pembalasan. 

b) Teori Relatif atau Tujuan 

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu 

perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam 

arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, 

melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. Tujuan 

pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat dibedakan antara prevensi khusus 

(special prevention) dengan prevensi umum (general prevention). Prevensi 

khusus dimaksudkan pengaruh pidana terhadap pidana hingga pencegahan 

kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku 

terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori ini seperti telah dikenal 

dengan rehabilitation theory. Sedangkan prevensi umum dimaksudkan 

pengaruh pidana terhadap masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin 

dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk 

tidak melakukan tindak pidana.  

c) Teori Integratif atau Gabungan 

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu 

tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya 

tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak pidana, pidana 

diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi 

perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana 

di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki 

kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini 

memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap 

teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus. 

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai 

kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan.7 

 

b. Teori Keadilan  

 

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat 

sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian 

filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan 

seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi 

haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. 8  

 

                                                 
7 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. 

1984. hlm.32. 
8 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23. 
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Pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih 

dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga 

pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, 

dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut 

tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-

prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.9 

 

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan 

hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan prosedural yang tidak 

berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara 

formal-prosedural benar bisa disalahkan secara materiil dan substansinya 

melanggar keadilan. Sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa dibenarkan 

jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi 

pelanggaran prosedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan).10  

 

Menurut Aristoteles, keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau 

tindakan yang dikaji melalui suatu norma yang menurut pandangan secara 

subjektif.11 Keadilan hukum melalui kesamaan numerik melahirkan prinsip bahwa 

semua orang sederajat di depan hukum, sedangkan keadilan hukum melalui 

kesamaan proporsional yaitu melahirkan prinsip memberi tiap orang apa yang 

menjadi haknya.  

 

 

                                                 
9 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, 

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23. 
10 Ibid hlm. 65 
11 Bernard L Tanya, Simajuntak, Yoan N dan Hage, Markus Y, Teori Hukum, Strategi Tertib  

Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, CV. Kita, Surabaya, 2007, hlm. 52-53. 
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2. Konseptual  

 

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan 

dalam melaksanakan penelitian.12 Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan 

pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan 

prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima 

sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah13  

b. Disparitas pidana adalah penerapan pidana (disparity of sentencing) yang tidak 

sama (same offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya 

dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas.14 

c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan 

melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan undang-undang.15 

d. Senjata Api adalah adalah setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang 

belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau 

diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil 

akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang 

mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan 

yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian16  

e. Ilegal atau suatu keadaan atau perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar 

ketentuan hukum yang telah ditetapkan17  

                                                 
12 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.103 
13 Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54 
14 Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, 

Jakarta. 1993. hlm. 75 
15 Satjipto Rahardjo. Op.Cit. hlm. 25  
16 http://www.bumn.go.id/pindad/358/senjataapidefinisidanpengaturannya.Diakses Kamis, 17 

April 2017 
17 Ibid. hlm. 66 
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E. Sistematika Penulisan  

 

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:  

I  PENDAHULUAN  

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, 

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.  

II  TINJAUAN PUSTAKA  

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan 

dengan kajian skripsi mengenai disparitas pidana, dasar pertimbangan 

hakim, tindak pidana penggunaan senjata api secara ilegal. 

III  METODE PENELITIAN  

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan 

Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan 

dan Pengolahan Data serta Analisis Data.  

IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Berisi deskripsi berupa hasil dan pembahasan mengenai alasan terjadinya 

disparitas terhadap kedua pelaku kepemilikan senjata api secara ilegal dan 

disparitas pidana terhadap kedua pelaku kepemilikan senjata api secara 

ilegal dalam Perkara Nomor: 121/Pid.B/2011/PN.Mgl dan 

237/Pid.B/2014/ PN.Mgl. sesuai dengan rasa keadilan 

V PENUTUP  

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan 

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan 

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian Disparitas Pidana 

 

Disparitas pidana adalah penerapan pidana (disparity of sentencing) yang tidak 

sama (same offence) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat 

diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas. Disparitas pidana dipersepsi 

publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (societal justice), secara yuridis formal, 

kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum, meskipun demikian, 

seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus 

melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim. 18 

 

Disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda 

terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah 

hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga 

dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas 

pemidanaan sangat menentukan. Disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa 

kategori yaitu: 

1) Disparitas antara tindak pidana yang sama  

2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama  

3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim  

                                                 
18 Moeljatno, Op.Cit, hlm. 75 
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4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda 

untuk tindak pidana yang sama19  

 

Sesuai dengan pendapat di atas maka dapat diketahui adanya wadah dimana 

disparitas tumbuh dan dikenal dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas 

tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat 

keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu 

majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang 

sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini 

menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan. 

 

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya 

pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Pedoman 

pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, 

setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan 

kepadanya.20  

 

Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai 

hal hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan 

memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih 

dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim,  

karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi 

disparitas tersebut harus rasional. 

 

 

                                                 
19 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta. 

2001. hlm. 101-102. 
20 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 34 
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B. Pengertian Tindak Pidana 

 

 

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat 

atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah 

laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang 

dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya 

maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban 

tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam 

undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah. 21 

 

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang 

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 

pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya 

tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. 22 

 

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, 

melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang 

yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan 

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan 

apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan 

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan23 

 

                                                 
21 P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti. Bandung.  

  1996. hlm. 7. 
22 Ibid. hlm. 9. 
23 Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. op cit. hlm. 22  
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Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut: 

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 

kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam 

Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu 

bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II 

dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum 

pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan. 

b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil 

(Formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak 

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 

dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 

KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah 

pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan 

akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. 

c) Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana 

sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). 

Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara 

lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja 

menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan 

sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat 

dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan 

matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan 

Pasal 360 KUHP. 
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d) Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif 

juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya 

diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya 

Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana 

pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana 

murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana 

yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya 

diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak murni adalah 

tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat 

dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur 

terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 

338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal24  

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri 

dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil 

dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja 

serta tindak pidana aktif dan pasif. 

 

C. Dasar Hukum Penggunaan Senjata Api Secara Ilegal 

 

 

Dasar hukum tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal adalah Undang-

Undang Darurat Nomor 12  Tahun 1951 tentang Ordonansi Peraturan Hukum 

Sementara Istimewa. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12  Tahun 

1951 mengatur: 

 

                                                 
24 Ibid. hlm. 25-27  
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Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, 

menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba 

menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau 

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, 

munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau 

hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-

tingginya dua puluh tahun. 

 

Penyalahgunaan senjata api secara ilegal pada umumnya digunakan untuk 

berbagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut: 

 

Pasal 338 KUHP: 

 

 Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena 

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (KUHP 

35, 104 dst., 130, 140, 184-188, 336, 339 dst., 350, 487.) 

 

Pasal 351 KUHP: 

 

(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus 

rupiah, 

(2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun. 

(3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 

tujuh tahun. 

(4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. 

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. 

 

 

Pasal 355 KUHP: 

 

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, 

diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam 

dengan pidana penjara paling lams lima belas tahun. 

 

Pasal 365 KUHP: 

 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian 

yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau 

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 
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memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk 

tetap menguasai barang yang dicuri. 

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah 

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di berjalan; 

2. jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu; 

3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau 

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, periniah palsu 

atau pakaian jabatan palsu. 

4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana 

penjara paling lama lima belas tuhun. 

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau 

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan 

mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang 

atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang 

diterangkan dalam no. 1 dan 3. 

 

 

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana 

 

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh 

menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat 

bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 

pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 

183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). 

Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal 

yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184)25 

 

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi saja 

tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan 

yang didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Ayat 3 dikatakan ketentuan 

                                                 
25 Satjipto Rahardjo. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Pusat  

 Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 11  
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tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya 

(unus testis nullus testis).26 

 

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian 

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses 

penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, 

putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling 

berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara 

keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling 

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).  

 

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. 

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan 

dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju 

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak 

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan 

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai 

pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan 

dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi hakim 

adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam 

perkara pidana, tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang menentukan 

bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti.27  

                                                 
26 Ibid. hlm. 11  
27 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar  

 Grafika,.2010, hlm.103. 
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Hakim Pengadilan mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan, 

mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:  

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana 

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. 

Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku 

tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana harus 

ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya 

kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus 

memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.  

(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana  

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai 

motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum 

(3) Cara melakukan tindak pidana  

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih 

dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat 

di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.  

(4) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi  

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat 

mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, 

misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal 

dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan 

sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah). 
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(5) Sikap batin pelaku tindak pidana 

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa 

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku 

juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan 

melakukan perdamaian secara kekeluargaan. 

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana 

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak 

berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya, karena hakim melihat 

pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung jawab, juga mengakui semua 

perbuatannya dengan cara berterus terang dan berkata jujur. 

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku 

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku 

tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi 

perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, 

memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga 

menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.  

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku 

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku adalah 

suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman, 

agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran untuk tidak 

melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal 

tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya 

kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. 28 

                                                 
28 Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.  

 PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. hlm. 77 
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Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia 

menjadi ciri Negara hukum. Sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di 

sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan 

memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat 

hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. 

Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materiil. Hakimlah yang 

bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.29  

 

Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang 

permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam 

sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau 

pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang 

tidak terpisahkan dari putusan. 

 

Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan 

diperlukan untuk menyelesaiakn perkara pidana. Dengan demikian dapat 

dikonklusikan lebih jauh bahwasannya putusan hakim di satu pihak berguna bagi 

terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus 

dapat mempersiapakan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti 

dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum verzet, banding, atau 

kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui 

visi hakim yag mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak 

pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum 

                                                 
29

 Ahmad Rifai. Op.Cit, hlm.112 
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atau fakta secara mapan, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan 

moralitas dari hakim yang bersangkutan30  

 

E. Upaya Memperkecil Disparitas Pidana 

 

 

Disparitas putusan hakim pidana merupakan masalah yang telah lama menjadi 

pusat perhatian kalangan akademisi, pemerhati dan praktisi hukum. Disparitas 

putusan dianggap sebagai isu yang mengganggu dalam sistem peradilan pidana 

terpadu, dan praktek disparitas tak hanya ditemukan di Indonesia. Ia bersifat 

universal dan ditemukan di banyak negara. Disparitas putusan dapat berpengaruh 

pada cara pandang dan penilaian masyarakat terhadap peradilan, sebab dianggap 

sebagai ketidakadilan yang mengganggu. Disparitas putusan tak bisa dilepaskan 

dari diskresi hakim menjatuhkan hukuman dalam suatu perkara pidana.31 

 

Disparitas pidana di Indonesia berkaitan dengan independensi hakim. Model 

pemidanaan yang diatur dalam perundang-undangan (perumusan sanksi pidana 

maksimal) juga ikut memberi peran. Hakim dalam menjatuhkan putusan, tidak 

boleh diintervensi pihak manapun. UU No. 48  Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman menyebutkan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-

nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim juga wajib 

mempertimbangkan sifat bak dan jahat pada diri terdakwa. 

 

Disparitas putusan berkenaan dengan perbedaan penjatuhan pidana untuk kasus 

yang serupa atau setara keseriusannya, tanpa alasan atau pembenaran yang jelas. 

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan. Tetapi pada 

                                                 
30

 Ibid. hlm.113 
31 Andi Hamzah. Op.Cit. hlm. 103 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e02e5808f0dd/politikus-pdip-kecewa-disparitas-hukuman
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e02e5808f0dd/politikus-pdip-kecewa-disparitas-hukuman
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13633/hindari-disparitas-hukum-dalam-memutus-perkara-korupsi-dprd
http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4b012a00a7caf/node/lt4b01297e9d172
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akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada 

dua orang yang melakukan tindakan pencurian dengan cara yang sama dan akibat 

yang hampir sama, meskipun hakim sama-sama menggunakan pasal 362 KUHP, 

bisa jadi hukuman yang dijatuhkan berbeda. 

 

Independensi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bukan tanpa batas. 

mengatakan ada asas nulla poena sine lege yang memberi batas kepada hakim 

untuk memutuskan sanksi pidana berdasarkan takaran yang sudah ditentukan 

dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun ada takaran, masalah disparitas 

akan tetap terjadi karena jarak antara sanksi pidana minimal dan maksimal dalam 

takaran itu terlampau besar. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan 

ikut berpengaruh karena ketiadaan standar merumuskan sanksi pidana. Disparitas 

putusan sejak awal dimungkinkan  karena aturan hukum yang disusun pemerintah 

dan DPR membuka ruang untuk itu.32 

 

Upaya untuk menghapuskan sama sekali disparitas pidana sangat sulit dilakukan. 

Selama ini, upaya yang dilakukan adalah meminimalisir disparitas dengan cara 

antara lain membuat pedoman pemidanaan (sentencing guidelines). Hakim-hakim 

Indonesia pun sebenarnya sudah menyadari persoalan disparitas itu. Meskipun 

berat ringannya hukuman menjadi wewenang hakim tingkat pertama dan banding, 

tetapi dalam beberapa putusan, hakim agung mengoreksi vonis itu dengan alasan 

pemidanaan yang tidak proporsional. 33 

 

 

                                                 
32 Eva Achjani Zulfa, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Rineka Cipta.  Jakarta. 2011. hlm. 54. 
33 Ibid. hlm. 55. 

http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18073/dpr-tidak-punya-pedoman-menyusun-ketentuan-pidana
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol18073/dpr-tidak-punya-pedoman-menyusun-ketentuan-pidana
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f3c69bb66db7/pergeseran-paradigma-pemidanaan
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Penjatuhan hukuman yang proporsional adalah penjatuhan hukuman yang ‘sesuai 

dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan. Pada intinya, 

proporsionalitas mensyaratkan skala nilai untuk menimbang dan menilai berat 

ringannya pidana dikaitkan dengan tindak pidananya. Nilai dan norma yang 

berlaku serta budaya cenderung menjadi determinan dalam menentukan peringkat 

sanksi yang dipandang patut dan tepat. Ide penjatuhan pidana yang proporsional 

berkembang menjadi gagasan untuk membuat pedoman pemidanaan yang mampu 

mereduksi subjektivitas hakim dalam memutus perkara34 

 

KUHP sebenarnya sudah memuat sejumlah pedoman, seperti Pasal 14a, pasal 63-

71, dan Pasal 30. Selain itu, RUU KUHP sudah guidelines yang wajib 

dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan, yaitu: kesalahan pembuat 

tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat 

tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan tindak 

pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, riwayat hidup 

dan keadaan sosial ekonomi, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, 

pengaruh pidana terhadap masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari 

korban/keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap pidana yang dilakukan. 

 

F.  Pidana dan Pemidanaan 

1. Pengertian Pidana  

 

Pengaturan pidana penjara secara umum terlihat ketentuannya dalam KUHP Buku 

I, di antaranya Pasal 10, Pasal 12 sampai Pasal 17, Pasal 20, Pasal 24 sampai 

dengan Pasal 29 dan Pasal 32 sampai dengan Pasal 34, Pasal 10 KUHP 

                                                 
34 Ibid. hlm. 56. 
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mengelompokan jenis-jenis pidana ke dalam pidana pokok dan pidana tambahan, 

kelompok pidana pokok meliputi pidana mati, penjara atau kurungan dan pidana 

denda, sedangkan perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak 

tertentu dan pengumuman putusan hakim termasuk pidana tambahan. 

Pidana adalah penderitaan yang sengaja. dibebankan kepada seseorang yang 

melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana sebagai reaksi 

atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara 

kepada si pembuat delik itu. Pidana pada hakekanya merupakan suatu pcngenaan 

penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan. Pidana 

itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan 

(orang yang berwenang) dan pidana dikenakan kepada seseorang yang telah 

melakukan tindak pidana menurut undang-undang. 35 

Pidana dapat pula diartikan sebagai reaksi sosial yang terjadi berhubung adanya 

pe1anggaran terhadap suatu aturan hukum, dijatuhkan dan dilaksanakan oleh 

orang-orang yang berkuasa sehubungan dengan tertib hukum yang dilanggar, 

mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak 

menyenangkan dan menyatakan pencelaan terhadap si pelanggar. Unsur-unsur 

dalam pidana adalah: 

a. Mengandung penderitaan atau konsekuesi-konsekuensi lain yang tidak 

menyenangkan. 

b. Dikenakan kepada seseorang yang benar-benar disangka benar melakukan 

tindak pidana. 

c. Dilakukan dengan sengaja oleh orang-orang yang berlainan dan dari pelaku 

tindak pidana. 

                                                 
35 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 35 
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d. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu 

sitem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut36  

 

 

Hubungan antara pembinaan dengan pemidanaan berkaitan erat karena obyek 

kajian dari pembinanan adalah narapidana yang melakukan kejahatan dan 

dipidana. Pemidanaan itu sendiri berarti penjatuhan pidana, sedangkan pidana 

adalah sanksi atau nestapa yang menimbulkan derita bagi pelaku tindak pidana.  

 

Menurut Barda Nawawi Arief, KUHP yang sekarang diberlakukan di Indonesia 

adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda (Wetboek van 

Strafrecht) yang pada prakteknya sudah tidak sesuai dengan kondisi masyarakat 

Indonesia sekarang. KUHP yang merupakan warisan KUHP Kerajaan Belanda 

diberlakukan di Indonesia dengan beberapa penyesuaian. Teks resmi KUHP 

hingga saat ini masih dalam bahasa Belanda.1 Pasca kemerdekaan, baik pada 

masa demokrasi terpimpin maupun Orde Baru, KUHP warisan Belanda ini masih 

tetap berlaku termasuk pula hatzaai artikelen (pasal-pasal penyebar kebencian) 

terhadap pimpinan politik, pejabat atau golongan etnis. 37 

 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kondisi perubahan hukum yang adil dan 

sesuai dengan kenyataan yang berakar dari nilai-nilai yang ada dalam masyarakat 

kemudian secara tegas juga dinyatakan dalam konsideran Rancangan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan bahwa materi 

hukum pidana nasional harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan 

perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bangsa Indonesia. Sementara 

                                                 
36 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. 

1984. hlm.76-77. 
 37 Barda Nawawi Arief, RUU KUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/ Rekonstruksi Sistem Hukum 

Pidana Indonesia, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2009, hlm. 28. 
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tujuan penyusunan hukum pidana dinyatakan sebagai perwujudan upaya 

pembaharuan hukum nasional Negara Republik Indonesia yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia  Tahun 1945, 

serta untuk menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.  

 

Kebutuhan untuk melakukan pembaharuan hukum pidana (penal reform) di 

Indonesia sejalan dengan hasil dari Kongres PBB  Tahun 1976 tentang 

pencegahan kejahatan dan perlakuan kepada pelaku kejahatan. Dalam kongres 

tersebut dinyatakan bahwa hukum pidana yang ada selama ini di berbagai negara 

yang sering berasal dari hukum asing dari zaman kolonial yang pada umumnya 

telah asing dan tidak adil (obsolete and unjustice) serta ketinggalan zaman dan 

tidak sesuai dengan kenyataan (outmoded and unreal) karena tidak berakar dan 

pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada diskrepansi dengan aspirasi masyarakat 

serta tidak responsif terhadap kebutuhan sosial masa kini.38 

 

Penjelasan Umum RKUHP juga menyatakan bahwa Penyusunan Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional untuk menggantikan KUHP 

peninggalan pemerintah kolonial Belanda dengan segala perubahannya 

merupakan salah satu usaha dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha 

tersebut dilakukan secara terarah dan terpadu agar dapat mendukung 

pembangunan nasional di berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan 

serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. 

 

 

                                                 

 38 Ibid,, hlm. 29. 
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Berdasarkan atas landasan yang terkandung dalam konsideran RKUHP tersebut, 

reformulasi atas pengaturan hukum pidana yang dilakukan meliputi penentuan 

tindak pidana (kriminalisasi) yang sangat jauh berbeda dengan KUHP sekarang. 

Tercatat ada 743 pasal dalam RKUHP di mana 513 di antaranya adalah pasal 

mengenai tindak pidana, selebihnya adalah pasal ketentuan umum. Jumlah 

rancangan pasal yang sedemikian besar terutama berkaitan dengan banyaknya 

pasal tentang tindak pidana dalam RKUHP ini menimbulkan berbagai reaksi dan 

sorotan yang mengkritisi bahwa RKUHP mempunyai gejala over criminalization. 

 

Konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam RKUHP selalu mengalami 

perubahan dari waktu ke waktu. Adanya perubahan yang cukup mendasar dari 

konsep awal sampai dengan konsep yang terakhir menunjukkan bahwa persoalan 

pemberian sanksi dalam RKUHP selalu disesuaikan dengan perkembangan 

kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hubungan antara penetapan sanksi 

pidana dan tujuan pemidanaan adalah titik penting dalam menentukan strategi 

perencanaan politik kriminal. Menentukan tujuan pemidanaan dapat menjadi 

landasan untuk menentukan cara, sarana atau tindakan yang akan digunakan. 

Kebijakan menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk 

mencapai tujuan, setidak-tidaknya mendekati tujuan, tidak dapat dilepaskan dari 

persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi. 39 

 

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam perumusan tujuan pemidanaan 

adalah: a) Pada hakekatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang 

bertujuan sehingga dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-

                                                 

 39 Ibid,, hlm. 30. 
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undang, pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, b) 

Dilihat secara fungsional operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian 

proses dan kebijakan yang konkretasinya sengaja direncanakan melalui tiga tahap. 

Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu 

kesatuan sistem pemidanaan, maka dirumuskan tujuan pemidanaan, c) Perumusan 

tujuan pemidanaan dimaksudkan sebagai ”fungsi pengendalian kontrol” dan 

sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi 

pemidanaan yang jelas dan terarah. 40 

 

3. Tujuan Pemidanaan  

 

Terdapat tiga teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, yaitu sebagai 

berikut: 

a) Teori Absolut atau pembalasan 

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah 

melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu 

pembalasan yang mutlak dari suatu perbuatan tindak pidana tanpa tawar 

menawar. Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana 

untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan masyarakat. tetapi dalam semua 

hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan 

kejahatan. Bahwa walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk 

menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakat), pembunuhan 

terakhir yang masih dipidana di dalam penjara harus dipidana sebelum 

resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini 

harus dilaksanakan karena setiap orang harus menerima ganjaran dari 

perbuatanya dan perasaan balas dendam tidak bole tetap ada pada anggota 

masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka sernua dapat dipandang 

sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan 

pelanggaran terhadap keadilan umum41 Berdasarkan uraian di atas maka 

dapat dinyatakan bahwa menurut teori absolut atau pemba1asan ini pidana 

merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi 

mutlak menjadi suatu keharusan karena hakekat dan pidana adalah 

pembalasan. 

                                                 
40 Ibid hlm. 31. 
41 Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori-teori Kebijakan Hukum Pidana. Alumni, Bandung. 

1984. hlm.32. 
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b)  Teori Relatif atau Tujuan 

Tujuan pidana bukanlah sekedar melaksanakan pembalasan dari suatu 

perbuatan jahat, tetapi juga mempunyai tujuan lain yang bermanfaat, dalam 

arti bahwa pidana dijatuhkan bukan karena orang telah berbuat jahat, 

melainkan pidana dijatuhkan agar orang tidak melakukan kejahatan. 

Memidana harus ada tujuan lebih lanjut daripada hanya menjatuhkan pidana 

saja. Jadi dasar pembenaran pidana munurut teori relatif atau tujuan ini adalah 

terletak pada tujuannya. Tujuan pidana untuk mencegah kejahatan ini dapat 

dibedakan antara prevensi khusus (special prevention) dengan prevensi umum 

(general prevention). Prevensi khusus dimaksudkan pengaruh pidana 

terhadap pidana hingga pencegahan kejahatan ini ingin dicapai oleh pidana 

dengan mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak 

pidana. Teori ini seperti telah dikenal dengan rehabilitation theory. 

Sedangkan prevensi umum dimaksudkan pengaruh pidana terhadap 

masyarakat, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana 

dengan mempengaruhi tingkah laku masyarakat untuk tidak melakukan tindak 

pidana. Ada tiga bentuk pengaruh dalam pengertian prevensi umum, yaitu 

pengaruh pencegahan, pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral 

dan pengaruh mendorong suatu kebiasaan perbuatan patuh pada hukum.42 

 

c) Teori Integratif atau Gabungan 

Menurut teori ini pemberian pidana di samping sebagai pembalasan dari suatu 

tindak pidana yang dilakukan juga sebagai usaha mencegah dilakukannya 

tindak pidana. Selain sebagai pembalasan atas suatu tidak pidana, pidana 

diberikan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat umum demi 

perlindungan masyarakat. Tujuan pidana dan pembenaran penjatuhan pidana 

di samping sebagai pembalasan juga diakui sebagai pidana yang memiliki 

kemanfaatan baik terhadap individu maupun terhadap masyarakat. Ajaran ini 

memungkinkan adanya kemungkinan untuk mengadakan sirkulasi terhadap 

teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus.  

 

Timbulnya teori gabungan atau aliran integratif ini karena adanya berbagai 

kelemahan pada teori pembalasan dan teori tujuan. Menurut Binding 

kelemahan-kelemahan terdapat pada teori pembalasan adalah terlalu sulit 

untuk menentukan berat ringannya pidana diragukankan adanya hak negara 

untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan, pidana pemba1asan tidak 

bermanfaat bagi masyarakat. Dalam teori ini tujuan pidana adalah untuk 

mencegah kejahatantan sehingga dijatuhkan pidana yang berat oleh teori 

pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus, jika ternyata kejahatan 

itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa 

keadilan bukan hanya masyarakat tidak puas tetapi juga penjahat itu sendiri. 43 

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa secara umum tujuan 

pemidanaan adalah: 

                                                 
42 Ibid. hlm.33. 
43 Ibid. hlm.34. 
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a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dan 

pengayoman masyarakat. 

b. Memasyarakatkan dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang 

baik dan berguna. 

c. Menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana, memulihkan 

keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat 

d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan tidak dimaksudkan 

untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat 

manusia.44 

 

 

Pemidanaan dalam aliran hukum secara garis besar dapat dibagi dua yaitu aliran 

klasik dan aliran modern, aliran klasik dipengaruhi paham indeterministis, yaitu 

paham yang menganggap manusia mempunyai kehendak bebas dalam melakukan 

tindakan dan pidana ditentukan secara pasti. Aliran klasik ini berpijak pada tiga 

asas sebagai berikut: 

a. Asas legalitas yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa Undang-Undang, 

tiada tindak pidana tanpa Undang- Undang dan tiada penuntutan tanpa 

Undang-Undang. 

b. Asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak 

pidana bukannya dengan sengaja atau kealpaan.  

c. Asas pengimbalan (pembalasan) yang sekuler yang berisi bahwa pidana secara 

konkrit tidak dikenakan dengar maksud untuk mencapai sesuatu basil yang 

bermanfaat, melainkan stimpal dengan berat ringannya perbuatan yang 

dilakukan.45 

 

 

Aliran modern dipengaruhi paham determinisme, yaitu paham yang menganggap 

manusia tidak mempunyai kebebasan dalam melakukan tindakannya dan 

dipengaruhi watak pribadi, faktor biologis dan faktor lingkungan masyarakat. 

Aliran klasik melihat terutama pada yang dilakukan dan menghendaki pidana 

yang dijatuhkan itu sesuai dengan perbuatan tersebut. Aliran modern terutama 

meninjau perbuatannya dan menghendaki individualisasi dari terpidana, artinya 

dalam pemidanaan memperhatikan sifat-sifat dan keadaan perbuatannya. Dapat 

                                                 
44 Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Rineka Cipta. Jakarta. 2001. hlm.49 
45 Ibid. hlm. 7 
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dikatakan bahwa aliran klasik dalam pemberian pidana lebih melihat ke belakang 

sedangkan aliran modern melihat ke depan. Melihat ke belakang maksdnya adalah 

pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembalasan atau ganjaran atas 

kesalahan terpidana di masa yang lalu, sedangkan melihat ke depan adalah 

pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki perbuatan dan kepribadian terpidana 

agar menjadi lebih baik di masa-masa yang akan datang46 

 

Pembinaaan masyarakat yang diberikan kepada narapidana ini dimaksudkan 

bukan saja untuk mempermudah reintegrasi mereka tetapi diharapkan juga 

menjadikan mereka warga masyarakat yang mendukung pembangunan. Dengan 

demikian pembinaan narapidana mempunyai peranan yang besar dalam 

membangun manusia Indonesia seutuhnya. Dengan kata lain, pembinaan 

narapidana diharapkan dapat mencapai reintegrasi, yaitu pemulihan kesatuan 

hubungan hidup yang terjalin antara individu dengan masyarakat. 

 

Upaya untuk mencapai tujuan di atas, harus ditunjang oleh adanya partisipasi 

terpadu antara narapidana itu sendiri. Sedangkan bentuk partisipasi narapidana 

agar mencapai tujuan pembinaan adalah dengan adanya kemauan atau tekad akan 

perbaikan atas dirinya serta menyesali perbuatannya. Di lain pihak, masyarakat 

hendaknya mau menerima mantan narapidana dan tidak mengasingkannya. 

Menerimanya dalam arti mengarahkan agar bertingkah laku dengan baik, dan 

bukan selalu mencurigainya, sebab pembinaan narapidana akan berhasil dengan 

baik apabila ada kerjasama antara lembaga pemasyarakatan masyarakat. 

 

 

                                                 
46 Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni.Bandung. 1986. hlm. 77 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yurdis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif 

dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau 

bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris 

dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan 

dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.47 

 

B. Sumber dan Jenis Data  

Sumber dan jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder,48 yaitu sebagai 

berikut: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan kepada narasumber untuk 

mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum 

yang berhubungan dengan penelitian. Data Sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah:  

 

                                                 
47 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55 
48 Ibid. hlm.61. 



 38 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer bersumber dari:  

1) Undang-Undang Nomor 1  Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73  

Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

2) Undang-Undang Darurat Nomor 12  Tahun 1951 tentang Ordonansi 

Peraturan Hukum Sementara Istimewa  

3) Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana  

4) Undang-Undang Nomor 48  Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4  Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik 

Indonesia 

5) Peraturan Pemerintah Nomor 27  Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 58  Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum 

primer yaitu produk hukum berupa Putusan Pengadilan Nomor: 

121/Pid.B/2011/PN.Mgl dan 237/Pid.B/2014/PN.Mgl. 

c. Bahan hukum tersier  

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau 

literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan 

dengan masalah penelitian. 
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C. Penentuan Narasumber 

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Jaksa pada Kejaksaan Negeri Menggala     : 1 orang  

2) Hakim Pengadilan Negeri Menggala     : 1 orang  

3) Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  : 1 orang+ 

Jumlah         : 3 orang   

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1. Prosedur Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut: 

a. Studi pustaka (library research) 

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan 

mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.  

b. Studi lapangan (field research) 

Dilakukan dengan kegiatan wawancara (interview) kepada responden sebagai 

usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitian. 

 

2. Prosedur Pengolahan Data  

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang 

dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut: 
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a. Seleksi data 

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.  

b. Klasifikasi data 

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang 

telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan 

dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

c. Penyusunan data 

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan 

sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

E. Analisis Data 

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat umum.49 

 

 

 

 

                                                 
49 Ibid. hlm.102 
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V. PENUTUP 

 

 

 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 

1. Alasan  terjadinya disparitas terhadap kedua pelaku kepemilikan senjata api 

secara ilegal adalah adanya perbedaan pertimbangan hakim terhadap kedua 

pelaku, yaitu dalam perkara nomor: 121/Pid.B/2011/PN.Mgl hakim tidak 

mempertimbangkan aspek tujuan pemidanaan terhadap terdakwa sehingga 

pidana yang dijatuhkan lebih bersifat pembalasan, yaitu penjara selama selama 

4 tahun dan 3 bulan penjara, sedangkan dalam perkara nomor: 

237/Pid.B/2014/PN.Mgl, hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan 

terhadap terdakwa sehingga pidana yang dijatuhkan hanya 10 bulan penjara. 

 

2. Disparitas pidana terhadap kedua pelaku kepemilikan senjata api secara ilegal 

dalam Perkara Nomor: 121/Pid.B/2011/PN.Mgl dan 237/Pid.B/2014/ PN.Mgl. 

belum sesuai dengan rasa keadilan, karena terdapat perbedaan pidana yang 

harus dijalani oleh kedua terdakwa yang melakukan tindak pidana yang sama 

yaitu sengaja tanpa hak memperoleh, menguasai dan mempunyai dalam 

miliknya senjata api. 
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B. Saran  

 

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Majelis hakim yang menangani tindak pidana di masa yang akan datang 

diharapkan untuk mempertimbangkan rasa keadilan dalam menjatuhkan 

putusan, sebab tindak pidana berdampak pada kerugian yang diakibatkan oleh 

perbuatan pelaku. Selain itu untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan 

sebagai upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi tindak pidana serupa di 

masa yang akan datang. 

2. Terkait hakim adanya disparitas pidana hendaknya hal tersebut dihindari di 

masa yang akan datang karena berpotensi menjadi yurisprudensi di masa-masa 

yang akan datang, namun demikian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 

mengatur bahwa putusan hakim bersifat independen dan harus bebas dari 

intervensi dari pihak manapun, dalam kondisi yang demikian semua putusan 

hakim harus memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
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